
SALINAN

KOMISI PEMIUHAN UMUM

IGBUPATEN ROTE NDAO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO

NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR 32/HK.O3.Or/53r412O2r TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN JARINGAN

DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) DI LINGKUNGAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KAI}UPATEN ROTE NDAO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO,

Menimbang bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Nomor : 134/Kpts/KPU /2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan

Informasi Hukum. Komisi Pemilihal Umum Kabupaten Rot€ Ndao,

perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Rote Ndao tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur

Pengelol,aan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao;

l. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

Transaksi Dlekhonik (lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Irmbaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4843);

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2OO8 tentang Keterbukaan

Informasi Publik (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

20O8 Nomor 61, Tambahan kmbaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-undang Nonor 7 Tahun 2O17 tentang Pemilihan Umum

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan
Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;

5, Peratural Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor g

Tahun 2019 tentang Standa,r Pengelolaan Dokumen dan
Informasi Hukum;

Mengingat
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Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015

tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021

tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Pemilihan Independen

Pemilihan Aceh/Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 191 1);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019

tentang Tata Keda Komisi Pemithan Umum, Komisi Pemilihan

Umum Provinsi darr Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

(Berita Nega-ra Republik Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 320); sebagaimana berapa kali diubah terakhir dengan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021

tentang perubahan ke tiga atas Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020

tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat

Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan

Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota;

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi

dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

110/HK.04/08 /2022 ter:tarrg Pedoman Teknis Pengelolaaan

Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;

Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Rote Ndao Nomor 9 Tah'un 2022 tentang Perubahan Atas

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao

Nomor 32/HK.O3.O\ /5314 /2021 tentang Penetapan Standar

Operasional Prosedur Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan

Informasi Hukum (Jdih) di Lingkungan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Rote Ndao Tahun 2022;
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8.

9.

Memerhatikan
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Menetapkan

KBSATU

KEDUA

KETIGA
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MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KAE}UPATEN ROTE

NDAO NOMOR 9 TAHUN 2022 TENTANG PERUBA}IAN ATAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KAITUPATEN ROTE

NDAO NOMOR 32 |HKJ3.O\ / 5314 | 2O2l TENTANG PENETAPAN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGEI,OLAAN JARINGAN

DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) DI

LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KAE}UPATEN ROTE

NDAO.

Menetapkan Standar Operasional Prosedur PengeloLaan Jaringan

Dokumentasi dan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Rote Ndao.

Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KESATU sebagai pedoman dalam mengelola jaringan

dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao tercantum delam

lempiran yang merupakan baginn yang tida-k terpisahkan dengan

Keputusan ini.

Keputusan ini mulai berlal<u sejak talggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bah

PadaTanggal 1Apnl 2O22

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KAE}UPATEN ROTE NDAO,

ttd

CHRISTIAN DAE PANIE
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROTE NDAO
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Bagran Hukum dan SDM,

Manafe



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR 9 TAHUN 2022
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO
NOMOR 32 I HK.O3.0 1/53 L4 I 2021 TENTANG
PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM (JDIH) DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTB
NDAO

STANDAR OPERASI ONAL PROSEDUR
PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTANSI DAN INFORMASI

HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROTE NDAO

TAHUN 2022



KOMISI PEMIUHAN UMUM

KABUPATEN ROTE NDAO

t{ottoR soP 03 TAHUN 2022
TAN(X}A.L PEI{GESAHAI{ I April 2021

DISAIIKAN OLEH

NAMA SOP PENGELOLAAN JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM {JDIH) DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM

DASAR HUKUM : KUAIIFIKASII PELAKSANA
I

2

Peraturan Komisi Pemilihan Umrua
Nomor lO Tahun 2022 tent trg
Pedoman Teklis Pengelolaart
Dokumentasi dan lnformasi Hukua
di Lir|8kungan Kooisi Pemilihan
Umuo, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi dan Komisi Pemilihan
Umue Kabupaten/ Kota

Keputusan Kooisi Pemiliharr
Umum Noraor
134/Kpts/KPU/Tahun 20l6
tentang Jaringan Dokumentasi dan
Inforrnasi Hukuo Komisi Peoilihan
Umum

I
2
3
4

Memahafi! proses perrerDrtan Darnafl fepulusan
Memahami alur Dendokuoentasia.n Salinan Keputusan
Memahami alur pe ahan Produt Hukum
Meftahami sistem inforlnasi website JDIH

XTTERKAITAII IATAI{/ PERLEI{GKAPAI{

1 SoP Penyusunan Produk Hukun 1

2

Perangkat komputer, printer, scanner

Jar:ingan Intemet

PER IIIGATA}I PET{CATATAN DAN PENDATAAN
Semua Keputusatt KPU Kabupaten wajib diarsipkan dalato
bentt* lardapy dall soft@PA

KE"TUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROTD NDAO,A/w
.ro'.rN...,o" oo"'"



STANDAR PROaEDUR OPERAAIOTA! PENCET,OLA.AN .'AR|NGAN DOKUMENTAST DAlt II{FORMAS| HUKUM (JD!H}
DI LIT{GKUNGAN KOMIS'I PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE I|DAO

Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

K€terangah

Kepala Sub
Bagian Unit

Keqa
Pengusul (
Subba!i!n)

Kepala Sub
Begian

Hukum dan
SDM

Divisi Hukum
dan

Staf Hukum
dan SDM

Admin JDIH Kelengkapan Outsut

1 Menyampaikan Nota Dinas unfuk @
KPU Kabupaten Rote Ndao T Nota Dinas

2 Menyampaikan p€rmohonan penertitin salnan poAut nutum untr* ncrnperotetr persauluan L
I

Nota Dims pefi€bltan
salimn prcduk hukum ke

v/ebsne JDIH KPU
Kabupaten Rote Ndao

1 Hari

3 Memberikan p€rselujuan penerbitan produft hukurn i 1 Jem

Pers€tujuan produk
hukum untuk diteMkan
ke $€b6ile JOIH KPU
Kebupalen Role Ndao

ir€medkse salinan p.lduk hukum

<- Salinan produk hu*um I Jafi Salinan produk hukum
yang telah diperiksa

Melakukan scan produk hukum I Salinan prcduk hukum 30 Menn
Sorlrt s.lirEn Foduk

lrtem€riks k€le€l€pan dotrumen Foduk hukum ],rng .fan OturBgitr t<e wetsAc .tOtt"t XfU
tctu!6t.n Rot N(ho Hasil scan produk hrrkum

dan foam perB€lujlan

Produk hukum yang si€p
Ounggah ke w€bite

JDIH KPU KebuBie.
7 t"lengunggen protut nurum t- u,eoeillbilEi: l<abupat€n Rote Na;

Hesil Bcan produk hukm 30 menit
Prcduk hukum C.mpal di

ucb€ito JDIH KPU
K.bup€ten Rote Nd.o

Salinan s€suai deng€rn aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROTE NDAO

Sub Bagian Hukum dan SDM,
I

Ditetapkan di Baa
Pada Tanggal I Aprtl2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN ROTE NDAO,

ttd
CHRISTIAN DAE PANIE

I

tI
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Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian
sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan

Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/ revisi dapat dilakukan selama
pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini.

Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan.

Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan
Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya.

Dengan berakhirnya seluruh tahapan kegiatan pengunggahan produk hukum lce
rrebclte JDIH, maka Standar Operasional Prosedur ini dinyatakan masih berlaku.

6. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Disahkan di Ba'a
Pada Tanggal 1AprI2O22

CHRISTIAN DAE PANIE

3.

4.

JA KOMISI PEMI'{HAN UMUM

KABUPATEN'dTE NDAO,

(y
\l


